
BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 

4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan 

mengikat seluruh warga negara,Menurut Pasal Jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undanganPerpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam 

tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman yang pada 

pokoknya menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” 

2. Akibat hukum yang terjadi maka DPR hilang kewenangannya dalam 

materi Perpu dikarenakan DPR mengulur-ngulur waktu dalam penetapan 

atau pencabutan suatu Perpu sehingga fungsinya diberikan kepada 

Mahkamah Konstitusi jika ada pengaduan. Juga akibat hukumnya 

Keabsahan suatu Perpu dipertanyakan karena tanpa persetujuan DPR, 

Berlakunya Perpu jika belum juga ada persetujuan, dan melemahkan 

fungsi lembaga-lembaga negara lain. 



 

B. SARAN 

1. Harus di pertegas kewenangan mengenai peraturan pengganti undang-

undang (Perpu) supaya tidak adanya tumpang tindih antara Mahkamah 

Konstitusi dan DPR, dikarenakan dapat menjadi suatu masalah ketika 

Perpu tersebut dinyatakan tidak ada masalah dalam norma-normanya yang 

tidak berbenturan dengan Undang-Undang Dasar menurut Mahkamah 

Konstitusi, akan tetapi ketika DPR menolak Perpu tersebut maka status 

Perpu tersebut menjadi seperti apa.  

2. Penulis berpendapat mendorong agar pemerintah memperjelas status dari 

Perpu agar dalam pelaksanaannya, Perpu dibuat berdasarkan atas 

kepentingan mendesak juga tidak ada masalah dikemudian hari. 
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